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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

oA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,
bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan
Penandatangaan Perizinanan dan Nonperizinanan Kepada
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu
dilakukan penvesuaian karena penyelenggaraan perizinan
dan nonperizinan masih ada sebagian diselenggarakan oleh
Dinas Badan/dan Kantor selain Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah; |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menentapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan dan Penandatangaan Perizinanan dan
Non  Perizinanan Kepada Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4269);



Memperhatikan
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negata Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4724};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494); '

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimaﬁa telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5797};

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Nege{ra Tahun 2014
Nomor 222 Tambahan Lembaran Negara No“mcl')r] ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Daerah;
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MEMUTUSKAN: |
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 33
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN DAN NON
PERIZINANAN KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pasal |
Merubah Isi Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33
Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan
Penandatangaan Perizinanan dan Nonperizinanan Kepada

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Februari 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap = |
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagia kum dap Kerjasama

JEM AWAL ABDUYLAYPAKAYA, SH
PEMBWNA/IV.A
NIP. 19730606 200604 1 031




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Februari 2020

SALINAN

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGAAN

PERIZINANAN DAN NON PERIZINANAN

KEPADA

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN
BIDANG PENDIDIKAN

a. lzin pendidikan dasar yang diselenggarakarn oleh masyarakat; dan

1) izin mendirikan sekolah dasar;
2} 1zin operasional sekolah dasar

|
R

)
3} izin mendirikan sekolah menengah pertama; dan
)

4} 1zin operasional sekolahmenegah pertama.

b. lzin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang

diselenggarakan oleh masyarakat

pa—y

Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;

[}

)

) kelompok bermain;

3)

4) Satuan PAUD Sejenis (SPS);

Taman Pengajian Al-Qur’an ( TPA };

Ul

} Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
6) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
9) kelompok belajar;
10) majelis taklim;
11)rumah pintar;
12) balai belajar bersama; dan
13)lembaga bimbingan belajar:
2. BIDANG KESEHATAN

a. Izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat Kabupaten;

1) izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D;
2} izin operasional rumah sakit kelas C dan D;
3} izin mendirikan laboratorium;

4} izin operasional laboratorium;

5} izin mendirikan klinik pratama;

6} izin operasionalklinik pratama,;

7) izin mendirikan klinik utama;

8) izin operasionalklinikutama; dan

Q) 1zin nenvelenoearaan hemodialisis
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b. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatar;
1) surat izin praktek mandiri dokter umum, dokter gigi, dokter
spesialis; | ’
2] surat izin praktek pemerintah/swasta bagi dokté.ﬂ lflmum, dokter
gigi, dokter spesialis;
3) surat izin kerja apoteker;
4) surat izin kerja kefarmasian;
S5) surat izin kerja bidan;
6) surat izin kerja radiografer;
7) surat izin kerja teknisi gigi;
8} surat izin kerja tenaga sanitarian;
9) surat izin praktek elektromedis;
10} surat izin perawat anastesi;
11} surat izin praktek tenaga gizi;
12} surat izin praktek tenaga wicara;
13) surat izin kerja tenaga perawat gigi dan mulut;
14) surat izin kerja tenaga kardiovaskuler;
15) surat izin kerja perawat;
16) surat izin praktek perawat;
17) surat izin kerja okupoasi terapis;
18)surat izin praktek bidan;
19} surat izin praktek okupasi terapis
20)surat izin kerja fisioterafis;
21)surat izin kerja refraktion optisen; dan
22) suratizin kerja perekam medis:
23) surat Izin Kerja Oktosos Prostesis (SIKOP)
24) surat izin tukang gigi
25) surat izin praktek dietisien
c. lzin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
1) surat izin apotek; |
2} izin toko obat;
3} izin toko alat kesehatan; dan
4) suratizin optikal;
d. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
1) usaha mikro obat tradisional; dan
2) surat izin pen.gobat tradisional: ' !
e. Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumahl tangga.

1V 1zin industrt rumah fancoa nangan:
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2}izin depot air minum:
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a. lzin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Reklame papan, billboard,Vidiotro, megatron

9]

d. lzin reklame menempel, papan nama took, papan merk

e. lzin reklame meleket/stiker

f. Izin reklame Kain

BIDANG PERHUBUNGAN

a. lzin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

1) 1zin pembangunan fasilitas parkir; dan
2) izin penyelenggaraan fasilitas parkir.

b. Izin penvelenggaran angkutan orang dalam trayek perdesaan dan
perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten:

¢. lzin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yvang wilayvah
operasionalnya berada dalam daerah kabupaten;

d. Izin usaha angkutan laut bagi badan uszha vang berdomisili dalam
laerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah
kabupaten;

e. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau
badan usaha yang berdomisili dan vang beroperasi pada lintas
pelabuhan dalam daerah kabupaten;

f. lzin usaha penyelenggaran angkutan sungai dan danau dengan domisili
orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;

g. lzin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal
yang melayani trayek dalam daerah kabupaten;

h. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan
domisili badan usaha; o (

i. lzin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

J. lzin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

k. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;

I Izin usaha badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpul lokal;

m. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;

n. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal; |

0. Izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan
lokal;

p. lIzin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal:
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[zin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas
helikopter;

Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam kabupaten;

[zin operasi sarana perkeretaapian wmnum dan jaringan jalur
perkeretaapian kabupaten; dan

[zin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi
dan penetapan jalur kereta api khusus.

Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Oleh masyarakat

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

d.

€.

f.

cF

&

Izin penyimpanan sementara limbah B3;

. lzin pengumpulan imbah B3 dalam daerah kabupaten;

. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh
swasta;

1) izin pendaurulangan/pengolahan sampah:
2} izin tempat pemrosesan akhir sampah:
Izin lingkungan; dan

fzin PPLH.

Izin Lembaga Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KOHATI) Kab. Kota

[zin lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Link. Hidup

BIDANG PERTANAHAN

a.
b.

C.

[zin lokasi; dan
[zin membuka tanah

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

a.

b.

c. Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang

e

Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
1) 1zin lembaga pelatihan kerja swasta:

2) perubahan penaggung jawab izin pelatihan kerja:
3) perubahan alamat izin pelatihan kerja: “
4) izin penambahan program pelatihan kerja:

Izin LPTKS dalam 1 (satu) kabupaten; dan

lokasi kerja dalam kabupaten.

a. lzin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sementara:
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b. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan:
c. lzin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perubahan
d. Izin Tenaga Kerja Asing (TKA):

e. lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA} baru:

=

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing {IMTA) darurat mendesak:

va

}

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan:
)
)

&

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) wilayah perairan:
i. pencabutan IMTA:

d. Izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/izin
outsourching; !

BIDANG KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

a. lzin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten; dan

b. Izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi
simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotan dalam
daerah kabupaten.

BIDANG PENANAMAN MODAL

Izin penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;

a. l1zin prinsip penanaman modal dalam negeri

b. izin prinsip penanaman modal Asing

¢. 1zin prinsip perluasan penanaman modal

d. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

e. izin usaha penanaman modal: '

f. izin prinsip penggabungan penanaman modal:

g. 1izin usaha perluasan penanaman modal:

o

h. izin usaha perubahan penanaman modal:

. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

a. lzin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah kabupaten;
1} izin usaha tanaman panganproses produksi;
2) izin usaha tanaman pangan penanganan pascapanen:
3) izin usaha tanaman pangan keterpaduanantaraproses produksi dan
penanganan pascapanen:
4) Izin Usaha Tanaman Pangan Perbenihan Tanaman.
5) lzin Usaha Budidaya Hortikultura;
6) izin usaha pembenihan holtikultura:
7) izin usahaBudidayaTanaman Perkebunan(IUP-B):

8) izin usaha Industri Pengolahan Perkebunan (IUP-P):
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{
9) izin usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan
l

v

industry pengolahan hasil perkebunan (IUP):

b. fzin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas

pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan dan pasar, rumah potong

hewan; dan

1} izin usaha produksi benih/bibit ternak:

2) 1zin usaha produksi pakan ternak:

3) 1zin iasilitas pemeliharaan hewan:

4) izin pendirian rumah sakit hewan:

5) izin pendirian pasar hewan:

6} izin pendirian rumah potong hewan:

7) izin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan:

8} izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang brung wallet

9} surat izin praktek Dokter Hewan
c. lzin usaha pengecer (toko, retail, subdistributor) obat hewan.

1) Izin usaha toko alat pertainan:

2} lzin Usaha Sub distributor alat dan Obat pertanian

3) Izin Usaha Toko pentyalur alat dan obat pertanian

. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam wilayah kabupaten.

. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Izin Usaha Perikanan (IUP} dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya
dalam daerah kabupaten.

b. 1zin Pengelolaan TP!

. BIDANG PERDAGANGAN

a. lzin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko
swalayan.

b Izin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C Untuk
Pengecer dan penjual langsung minuman di tempat

BIDANG PERINDUSTRIAN

a. IUI kecil dan IUI menengah;

b. IPUI bagi industri kecil dan industri menengah; dan

¢. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten.

BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKI!MAN

a. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; danlia "H

b. Izin pembhangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.
Tambahkan

c. lzin Penyvelenggaraaan Fasilitas Umum Perumahan QOleh Masvarakat
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BIDANG SOSIAL

a. lzin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten.

b. Izin Lembaga konsultasi kesejahteraaz Keluarga yang wilayah
Kegiatannya dalam daerah kabupaten

c. lzin Panti Rehabilitasi Sosial Bukan /Tidak Termasuk bekas Korban
penyalahgunaan NAPZA dan Orang dengan HIV/AIDS

d. Izin Panti anak dan Fakir Miskin

17.BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. izin penelitian perorangan

b. izin Penelitian Kelompok

. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Izin lembaga penyedia layanan anak di wilayah kabupaten

. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

lzin Organisasi sosial dan ormas bidang Keluarga Berencana

20. BIDANG KEBUDAYAAN

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya

lzin Membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten

. BIDANG KEHUTANANAN

Izin pelaksanaan Pengeloladan PengelolaanTaman Hutan Rakyat(TAHURA)

diwilayah Kabupaten.

BUPATI BONE BOLANGO,

_ _ . ttd+c
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ap
Asisten Bidang Pemerintahan HAMIM POU
u.b.
Kepala Bagia ukum gdan Kerjasama
JEN AWAL ABDYLLAA PAKAYA, SH o

PEMBINAYIV.A
NIP. 19730606 200604 1 031
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NCMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Februari 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 33

TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN
DAN PENANDATANGAAN PERIZINANAN DAN NON PERIZINANAN
KEPADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG DAN JENIS NON PERIZINAN
BIDANG KESEHATAN
a. Sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1

(satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

<

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah makan dan Restoran

o o

Sertifikat Laik Higieni Sanitasi Jasa Boga (Catering)
Rekomendasi yang berkaitan dengan [zin Operasional dan Pendirian Klinik

Rekomendasi Rumah Sakit Tipe B-

=0

Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi
h. Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a. Serfifikat laik fungsi bangunan gedung.
b. Rekomendasi Peil Banjir
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
bersama untuk perusahaan yang beroperasi diwilayah kabupaten.
b. Pembuatan Kartu AK/1
BIDANG PARIWISATA
Tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
BIDANG PERDAGANGAN
a. Tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
b. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk :
1. penerima waralaba dari waralaba dalam neszeri;
2. perima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
c. Rekomendasi penerbitan Pengakuan Pedagang ka\yu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
d. Tanda daftardan Surat Izin Usaha Perdangangan
e. Tanda daftar Usaha Perorangan
f. Tanda daftar Usaha lainnva di wilayah kabupaten
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
a. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan
b. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan
perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana

dan utilitas umum PSU tingkat kemammniian kecil
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7. BIDANG PERINDUSTRI
Tanda Daftar Industri
8. BIDANG PERTANIAN
a. Rekomendasi Perubahan Pengunaan Tanah
c. Rekomendasi Pemanfaatan Tanah dan TKPRD
b. Rekomendasi lainnya vang berkaitan dengan usaha masyarakat
9. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
a. Pendaftaran Lembaga Kemasyarakatan vyang berderafk di bidang
pemberdayaan desa dan lembaga adat tinggkat daerah dan hokum adat yang
masyarakat pelaku hokum adat yang sama dalam satu kab‘uﬁten
b. Pendaftaran Pemberdavaan Lembaga Kemasvarakatan dan Lembaga Adat
Tingkat desa
10. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rekomendasi Pendirian Sekolah Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat
11. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
a. Rekomendasi pengangkatan/adopsi anak
b. Rekomendasi Pasport TKI
12, BIDANG INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI
a. rekomendasi pemasangan alat dan perangkat Telekomunikasi
b. rekomondasi antena monopole
c. Rekomendasi Spanduk
BIDANG PERHUBUNGAN
Rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas
14. BIDANG KEHUTANAN

a. Rekomendasi Perusahaan Penampung Kayu Terdaftar

I

b. Surat Keterangan Angkutan Lelang Kayu Olahan
15, BIDANG TATA RUANG
rekomendasi pemanfaatan ruang galian kabel
16. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Rekomendasi Keramaian
17. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. Pos Kecil; dan

b. Pencatatan Kapal.

BUPATI BONE BOLANGO,

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
. ttd+cap

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan HAMIM POU
u.b.

Kepala Bagia itkum dan Kerjasama

JEN AWAL ABDUYLAR/ PAKAYA, SH
PEMBINA/IV.A




